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TUJUAN P3DN



NO. URAIAN  APBN
(Triliun Rupiah)

SHARE
(%)

1 Belanja Pegawai 416,2 24,72

2 Belanja Barang 337,2 20,03

3 Belanja Modal 209,4 12,44

4 Bantuan Sosial 107,7 6,40

5 Pembayaran Bunga Utang 295,2 17,54

6 Subsidi 187,6 11,14

7 Belanja Hibah 2,2 0,13

8 Belanja lain-lain 128,0 7,60

Total* 1.683,5 100

Belanja Barang dan belanja Modal sebesar Rp. 546,5
triliun dapat dioptimalkan sebagai peluang pasar
Produk Dalam Negeri

Sumber: Nota Keuangan APBN 2020 Kemenkeu RI

BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2020 

Belanja 
Pegawai 

Belanja Barang Belanja Modal 

Bantuan 
Sosial 

Pembayaran 
Bunga Utang 

Subsidi 
Belanja 
Hibah

Belanja lain-
lain

* Pada revisi APBN 2020, Belanja Pemerintah Pusat menjadi Rp 1.851,10 
Triliun, termasuk di dalamnya tambahan belanja untuk penanganan
pandemic COVID-19 sebesar Rp 255,110 triliun.   



Potensi  
Penggunaan  

Produk Dalam  
Negeri TA 2020

[Rp Triliun]

Anggaran
Pendidikan

508,1 T

Anggaran
Kesehatan

132,2 T

Anggaran
Infrastruktur

423,3 T

Anggaran
Transfer ke
Daerah dan 
Dana Desa

856,9 T

POTENSI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 
TAHUN ANGGARAN 2020

TKDN

1
Mengurangi impor [Defisit Neraca Perdagangan]

2

Meningkatkan Penyerapan Produk Hasil  Industri
Dalam Negeri

3

Mendorong Peningkatan Konsumsi Dalam  
Negeri

4

Meningkatkan Skala Ekonomi Industri Sehingga
Memiliki Daya Saing Tinggi

5

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang  
Berkelanjutan

6
Meningkatkan Penyerapan TenagaKerja

7
Menciptakan Bangsa Indonesia yang Mandiri
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AMANAT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2014  
TENTANG PERINDUSTRIAN 

Mendorong
P3DN oleh Swasta
dan Masyarakat

Pemberdayaan
Industri Dalam

Negeri
K/LN/LPNK/SKPD
•APBN/APBD
•Pinjaman/Hibah

BUMN/BUMD/Swasta
•APBN/APBD
•PPP
•Mengusahakan sumber
daya yang dikuasai negara

PDN wajib digunakan

Menteri Perindustrian

•Tata cara penghitungan
•Daftar Inventarisasi B/J PDN
•Batas minimal TKDN pada 
Industri tertentu

TKDN

•Preferensi harga pada PBJ

•Sertifikasi TKDN

Fasilitasi Pemerintah

Pasal

86

Pasal

85
Pasal

89

Pasal

88

Pasal

87



PERATURAN PEMERINTAH NO. 29 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Timnas
P3DN 
(diatur dalam
Keppres
24/2018)

P3DN
dilakukan untuk
Pemberdayaan

Industri Dalam Negeri

Pasal

54

K/LN,LPNK,SKPD
•APBN/APBD
•Pinjaman/Hibah

BUMN/BUMD/Swasta
•APBN/APBD
•PPP
•Mengusahakan sumber daya
yang dikuasai negara

PDN wajib digunakan

Menteri Perindustrian menetapkan:

•Daftar Inventarisasi B/J PDN
•Batas minimal TKDN pada 
Industri tertentu

TKDN

•Preferensi harga atas PDN dengan

nilai TKDN ≥ 25%

•Preferensi harga PDN Barang paling 
tinggi 25%
•Preferensi harga PDN Jasa Konstruksi
oleh perusahaan DN paling tinggi
7,5% (di atas harga penawaran
terendah perusahaan asing )

Fasilitasi Pemerintah

Wajib PDN bila terdapat PDN 
dengan jumlah nilai TKDN & 
BMP minimal 40% (dengan nilai
TKDN minimal 25%)

Pengawasan dan Sanksi
Sanksi Administratif& Finansial

Tim P3DN 
Dibentuk
pada setiap
K/LN,LPNK,
SKPD

Implementasi Sanksi
Lembaga Verifikasi, Pejabat PBJ dan Produsen/Penyedia

Pasal

106-110

Pasal

74
Pasal

73
Pasal

76

Pasal

57
Pasal

61
Pasal

64



KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2018

• Apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai
BMP minimal 40%, dengan nilai TKDN paling sedikit 25%

• Dapat dilakukan melalui tender atau pembelian langsung secara elektronik
• Nilai TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri

Dalam pengadaan Barang/Jasa, 
pengguna Produk Dalam Negeri wajib
menggunakan Produk Dalam Negeri

Pasal 61

• Pengguna Produk Dalam Negeri harus memberikan informasi mengenai rencana kebutuhan
tahunan Barang/Jasa yang akan digunakan. 

• Rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa meliputi spesifikasi teknis, jumlah, harga, dan 
pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa. 

• Informasi harus diumumkan melalui media elektronik, media cetak, dan/atau melalui sistem
informasi Industri nasional.

Kewajiban penggunaan Produk
Dalam Negeri dilakukan pada tahap
perencanaan dan pelaksanaan
pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 58

"mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara“ adalah kegiatan badan usaha yang mengelola SDA antara lain migas, tambang minerba, air, bahan
galian non logam, hutan, kelautan, udara, angin, gelombang dan frekuensi, dan sumber daya lain yang dikuasai negara. Termasuk sumber daya pada saat
pendirian BUMN/D yang menggunakan APBN/D dan sumber daya lainnya antara lain frekuensi yang digunakan dalam pengusahaan telekomunikasi dan 
SDA antara lain pengusahaan hutan, pengusahaan tambang minerba, pengusahaan migas.

BUMN, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, BUMD, 
dan badan usaha swasta yang pembiayaannya berasal dari
APBN atau APBD, pekerjaannya dilakukan melalui pola
kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah dengan badan usaha, dan/atau mengusahakan
sumber daya yang dikuasai negara.

Lembaga negara, kementerian, lembaga
pemerintah non kementerian, lembaga
pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat
daerah apabila sumber pembiayaannya berasal
dari APBN, APBD, termasuk pinjaman atau hibah
dari dalam negeri atau luar negeri

Produk Dalam Negeri 
wajib digunakan oleh

Pasal 57



Jika TKDN + BMP ≥ 40%

dan TKDN ≥ 25% wajib

dipergunakan, dilarang impor

ISU STRATEGIS
DALAM PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN



SITUS DAFTAR INVENTARISASI 
BARANG/JASA PRODUK DALAM NEGERI



REKAP NILAI CAPAIAN TKDN 
MASIH BERLAKU HINGGA MEI 2020

sumber data: pusdatin, diolah: pusat p3dn

Kode Barang Kelompok Barang
Nilai Capaian TKDN Jumlah 

Sertifikat≥ 25% > 40%
1 Bahan Penunjang Pertanian 12 27 43
2 Mesin dan Peralatan Pertanian 33 61 63
3 Mesin dan Peralatan Pertambangan 9 11 16
4 Mesin dan Peralatan Migas 299 351 289
5 Alat Berat, Konstruksi dan Material Handling 19 5 22
6 Mesin dan Peralatan Pabrik 24 26 20
7 Bahan Bangunan/Konstruksi 25 498 319
8 Logam dan Barang Logam 90 505 234
9 Bahan Kimia dan Barang Kimia 279 492 710

10 Peralatan Elektronika 33 90 71
11 Peralatan Kelistrikan 621 1.762 835

12 Peralatan Telekomunikasi 608 10 535

13 Alat Transport 9 33 45

14 Bahan dan Peralatan Kesehatan 57 58 100

16 Komputer dan Peralatan Kantor 11 33 3
17 Pakaian dan Perlengkapan Kerja 42 35 61
18 Peralatan Olahraga dan Pendidikan 0 5 1
19 Sarana Pertahanan 8 16 24
20 Barang Lainnya 109 263 314
22 Maritim 14 27 54

Total 2302 4308 3.759



PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 
PADA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018

Pimpinan instansi wajib melakukan pengawasan PBJ melalui APIP di instansi masing-masing, melalui kegiatan audit, reviu, 
pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system. Pengawasan dilakukan sejak perencanaan, persiapan, 
pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan, dengan ruang lingkup pemenuhan nilai manfaat yang 
sebesar-besarnya; kepatuhan terhadap peraturan; pencapaian TKDN; penggunaan PDN; pencadangan dan peruntukan paket untuk
usaha kecil; dan pengadaan berkelanjutan. Pengawasan dapat dilakukan bersama kementerian teknis terkait dan/atau BPKP yang 
hasilnya digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan PBJ.

• Preferensi harga merupakan insentif bagi PDN pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima dan 
diberlakukan untuk PBJ dengan nilai minimal di atas Rp1.000.000.000,00, diberikan terhadap B/J dengan TKDN minimal 25%. 

• Preferensi harga untuk B/J maksimal 25% dan untuk pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional maksimal
7,5% di atas harga penawaran terendah badan usaha asing.

• Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. 
• Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah HEA dan jika ada 2 atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang 

sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

Pasal

67

• K/L/PD wajib menggunakan PDN, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. 
• Kewajiban penggunaan PDN → jika terdapat peserta yang menawarkan B/J dengan nilai TKDN + BMP minimal 40%. 
• TKDN dan BMP dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan. 
• Pengadaan barang impor dapat dilakukan, jika barang tersebut belum dapat diproduksi di DN; atau volume produksi DN tidak

mampu memenuhi kebutuhan. 
• LKPP dan/atau K/L/PD memperbanyak pencantuman PDN dalam katalog elektronik. 

Pasal

66

Pasal

76



TIM NASIONAL P3DN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR  24 TAHUN 2018 TENTANG TIMNAS P3DN

Wakil Ketua: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Ketua Harian: Menteri Perindustrian

Sekretaris: 
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian

Anggota:
Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral, Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Komunikasi dan Informatika, 

Menteri Badan Usaha Milik Negara, Kepala Bappenas, Jaksa Agung RI, Sekretaris Kabinet, Kepala BPPT, Kepala BKPM, 
Kepala BPKP, Kepala LKPP, Kepala KPPU, Ketua Umum KADIN

• Tim Nasional P3DN dapat melibatkan asosiasi industri dan organisasi profesi (Pasal 4), dan dibantu oleh Sekretariat (Pasal 5)
• Tim Nasional P3DN melapor kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan (Pasal 7)

Amanat Pasal 73 Ayat (2) 
PP No. 29 Tahun 2018 
tentang Pemberdayaan
Industri

Ketua: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman



POKJA TIM NASIONAL P3DN
KEPMENKOMARITIM NOMOR  84 TAHUN 2019 TENTANG POKJA TIMNAS P3DN

Wakil Ketua I: Deputi Bid. PKT, BPPT
Wakil Ketua II: Wakil Ketua Umum KADIN Bid. Migas

Sekretaris: 
Inspektur Jenderal, Kemenperin

Anggota:
Perwakilan Setkab, KBUMN, Kemenristekdikti, 

Kemenkes, Kemenhub, KESDM, Kemenkomaritim, 
Kemenperin, KPUPR, KKP, Kemenkeu, POLRI, 
Kejagung, LKPP, BPPT, KPPU, BPKP, KADIN, PII

Ketua: Deputi Infrastruktur, Kemenkomaritim

POKJA PEMANTAUAN

Bertugas menerima dan mengidentifikasi rencana PBJ 
dari Tim P3DN pengguna PDN, menyelaraskan
rencana pengadaan dengan ketersediaan PDN sesuai
daftar inventarisi PDN; memonitor dan mengevaluasi
pelaksanaan kewajiban penggunaan PDN dalam
pelaksanaan pengadaan melalui Tim P3DN/ 
penanggung jawab pengadaan pada pengguna PDN; 
memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan preferensi
harga; dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
kepada Ketua Timnas P3DN.

POKJA TKDN POKJA SOSIALISASI

Bertugas melakukan pengawasan terhadap nilai
TKDN, sertifikat TKDN, dan keberlakukannya serta
mensinkronkan dengan daftar inventarisasi B/J dalam
negeri; melakukan penelaahan terhadap nilai TKDN 
dalam pelaksanaan PBJ; menyampaikan data dugaan
pelanggaran nilai TKDN yang dimiliki; dan 
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada
Ketua Timnas P3DN.

Wakil Ketua: Deputi Bid. Koordinasi Perniagaan dan 
Industri, Kemenkoekon

Anggota:
Perwakilan Setkab, Kemenkoekon, Kemenristekdikti, 

Kemenkominfo, Kemenkes, KPUPR, Kemenperin, 
Kemenkomaritim, LKPP, BKPM, BPPT, BPKP, KADIN, 

PII

Ketua: Sekretaris Jenderal, Kemenperin

Sekretaris: 
Kepala Pusat Data dan Informasi, Kemenperin

Bertugas melakukan sosialisasi ketentuan dan praktik
penggunaan PDN kepada pengguna PDN; melakukan
promosi dan sosialisasi mengenai PDN; menyediakan
jawaban atas pertanyaan dari pengguna PDN; 
memberikan akses informasi PDN.

Wakil Ketua: Dirjen Industri Kecil Menengah dan 
Aneka, Kemenperin

Anggota:
Perwakilan Kemendagri, Kemendag, Kemenkoekon, 

Kemenperin, Bappenas, Kemenkominfo, 
Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kementan, 

Kemenkomaritim, BKPM, KADIN, PII

Ketua: Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag

Sekretaris: 
Kepala Biro Informasi dan Hukum, Kemenkomaritim



SURAT EDARAN MENTERI PERINDUSTRIAN
TENTANG P3DN



PENGAWASAN DAN SANKSI
SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2018

SANKSI

LEMBAGA VERIFIKASI
Pasal 106

Sanksi yang diberikan:

Peringatan tertulis

Pencabutan penunjukan sebagai
Lembaga verifikasi independen TKDN

PEJABAT PENGADAAN
Pasal 107-108
Sanksi yang diberikan:

Peringatan tertulis

Denda administratif
Sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak
pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling 
tinggi Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Pemberhentian dari jabatan
pengadaan Barang/Jasa

PRODUSEN BARANG/JASA
Pasal 109-110
Sanksi yang diberikan:

Pencabutan sertifikat TKDN

Pencantuman dalam daftar hitam

Denda administratif
• Pengurangan pembayaran sebesar selisih antara 

nilai TKDN penawaran dengan nilai TKDN 
pelaksanaan paling tinggi 15% (lima belas persen)

• 3 (tiga) kali  nilai barang yang diimpor

PENGAWASAN

dilakukan oleh:

APIP

Pejabat Pengawas Internal

Tim P3DN

Pasal 76

Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dapat dikenakan sanksi apabila:
a. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar terkait dengan nilai

TKDN; dan/atau
b. berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengadaan Barang/Jasa produksi

dalam negeri.

Untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam
negeri termasuk konsistensi komitmen pengguna produk dalam negeri dan /atau produsen barang dan/atau
penyedia jasa



SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN
KEPADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)



SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN
TENTANG AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU





LAMPIRAN



PP 29/2018 : PASAL 57
BAB V BAGIAN KEDUA: KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI



PENJELASAN PASAL 57 
AYAT (2) ANGKA 3



PP 29/2018 : PASAL 58
BAB V BAGIAN KEDUA: KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI



PP 29/2018 : PASAL 61
BAB V BAGIAN KEDUA: KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI



PASAL 73 – 74 PP 29/2019
BAGIAN KELIMA: TIM P3DN



PP 29/2018 : PASAL 75 - 76
BAB V BAGIAN KEENAM: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



PP 29/2018 : PASAL 107 - 108
BAB VII: SANKSI TERHADAP PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA



PP 29/2018 : PASAL 107 - 108
BAB VII: SANKSI TERHADAP PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA



PP 29/2018 : PASAL 109 - 110
BAB VII: SANKSI TERHADAP PRODUSEN BARANG DAN/ATAU PENYEDIA BARANG/JASA



PP 29/2018 : PASAL 109 - 110
BAB VII: SANKSI TERHADAP PRODUSEN BARANG DAN/ATAU PENYEDIA BARANG/JASA



PERPRES 16/2018 : PASAL 66
BAB IX BAGIAN KEDUA: PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI



PERPRES 16/2018 : PASAL 67
BAB IX BAGIAN KEDUA: PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI



PERPRES 16/2018 : PASAL 76
BAB XII BAGIAN KESATU: PENGAWASAN INTERNAL


